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PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang . bahwa sebapai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Leitibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang:Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Letiibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampatannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahu 2011 tentang

Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati int yang dimaksud dengan:

1.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut
BPHTB.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atan Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisast massa, organisasi
sostal politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.




10.

11.

12.

13.

(1

(2)

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fuingsional yvang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dan Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampat
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup selurub rangkaian

proses yvang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan,

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur pénelitian Surat Setoran Pajak Dacrah BPHTB (SSPD
BPHTB);

d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;




(3)

(4)
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)

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;
g. prosedur pengurangan.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalab prosedur penyiapan
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak;

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB;

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang
dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan
dokumen pendukungnya;

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendafiaran
akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT;

Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak;

Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB)Y Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

Prosedur pénetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolaken atas
pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3
Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutubkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;
b. fungi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dain pelaporan.
Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interakst dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan

pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB;

Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola data base terkait objek pajak;

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pibak-pihak lain yang ditumjuk.




BAB Il

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
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Pasal 4

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang
sesuai peraturan perundangan;

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakikan penelitian atés
objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5
Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah sebagaimana tercantum dalam lamnpitan I yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTR;

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditutijuk atau Bendahara
Penerimaan pada SKPKD;

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1] yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 7
Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan;

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB: dan
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b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
Jika diperlukan, penelitian sebagaimiana yang dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan;

Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Pasal 8
Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaﬂaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan;
SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan

Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
1V yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan;

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Dacrah (PAD).

Pasal 10

fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan
dokumen-dokumen dan Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau
PPAT;

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB
dan Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak;

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penctapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB;

STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan;

Tata cara pendaftaran Akta scbagaimana tercantum dalam lampiran VI yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB
Pasal 12
Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada

Fungsi Pelayanan untuk diteliti;
Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI
Pasal 13

Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuat dengan
keterituan perundang-undangani, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan

peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan
Kepala Daerah tersendiri.




BABV
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2011

BORATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR




LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akia pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagal dokumen legal penerimaan
hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penérima
hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindaham Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tahah akan memeriksa kebenaran
dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Peimeriksaan dilakukan dengan merigécék dokumen dan data terkait objek pajak di
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAKTERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah
danvatau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah,
yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD
berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)




4. Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah
camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :

- memeriksa kebenarah data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan,;
~ menyiapkan draft Akta Pefnindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

5. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola data base pertanahan di  wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan
ményediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemériksaan objek pajak.

. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan

dekumen pendukung térkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen
pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah
dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumeh ini dapat bérupa surat perjanjian,
dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasamya
menyatakan telah téfjadinya pemindahan hak atas kepeémilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib  Pajak  kemudian mengajukan permohonan pengurusan  Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT, Wajib Pajak
menyerahkan permohonan péngurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan

dokumen pendukung Peroléhan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak.
PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika
dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang
Pertanahan. |

Langkah 3

Atas permintaan daih PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahah menyediakan
data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala
Kantor Bidang Pertanahan menyeérahkan data objek pajak kepada PPAT.




Langkah 4

PPAT menérima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen
pendukung Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperiukan, PPAT dapat melakukan
péngecekan objék pajak dengan ielakukan obsérvasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dokumen ini rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akia
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran

Pajak Daérahh BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pergelolaan Pendapatan
Keuangan & Aset Daerah.

Langkah 7
- Setelah kelengkapan dokumen dai Kebenaran data objek pajak térpenuhi, rmaka
PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek
pajak dan nilai BPHTB terutang Re dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu
menandatangani Surat Seétoran Pajak Daérah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Sétoran Pajak Daérah BPHTB terdiri atas 6
lembar, dengan perincian sebagai berikut :
» lembar1:

Untuk Wajib Pajak.
> Lémbar2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
> Lenibhar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
» lLembar 4 :

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTS.




» Lembar5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Béndahara Penérimaan sebagai arsip.

» Lembar6 :
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan,

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada

Wajib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari
PPAT.
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BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERTAHUAN OBJEKPAJAK | Lombar 1
 Logo Pemerintah Deerah PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) Uniuk Wb Pajak

B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PEB: [ L1 1] | -
2 Letak tanah dan atau bangunan: - ‘ ) )
3. KelwdhaDesa 4. RURW. N
5. Kecametan: 5. Kalwpatenolz -
Penghitung NJOP PEB: )
Lugs NJOPPBB/m’
Uralan { Disf huaxs tanah dan ataus bangunan yarg { Ditsi berdasarkan SPPT PBB tahun lajadinye LUAS X NJOP PBBm®
| T haoyadparlsh) perchen ek Adbun ......) | _
I?E@"ﬂ - 7 mz 9 |Rp _ 11 |Rp [ FrgaTiaga l
Bangen 18] ] 10fRe TR ——
NJOP PEB: 3Ry T
16, Jais perolehan hak aias anah dan aaubangunan: | [ 1 14, Harga Transakai / Nidi Pasar Ro ] ) ~
16. Normor Sertifikat : - o ~
C. PENGHITUNGAN PHTB (Haya dis berdssarkan penghitrgen Weib P )
1. Niai Perplehen Objek Pajak (NPOP) menperhatikan nilsi pada B 13 dan 8 14 R ]
"3 Niai Perclehan Objok Paak Tidek Kena Pajek (\POPTRP) 22 Rp '
3_Fea Perciehan Cbjek Pajok Kena Pajok (NPOPKP) avkal-agal | 3 2 i "
4. Bea Peroiehan Hak Atas Tangh dan Bangunan yang tesutang _Shanga3 (4 2 Rp
D, Juniah Sekoran berdasarkan: )
L a. Penghitungan Wajib Pajak
| b. STPD BPTHE / SKPED KURANG BAYAR/ 8
: KURANG BAYAR TAMBAHAN') Nosoor: Tagd:
:‘ ¢. Pengurangan dihitung sendin menjadt :|:| % herdasarkan Peraturan KDH No: » -
dl pnudgpe v nun hbh g i sd adiddn P AP R i PPy v R A a kh e R
|JMN-IYAthSE_TGR(dammg@) _ ] " (dengan hund)
H)- ____________
(bercErsarkan perhitungan C.4 dan pilihan & D) | P
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPATANOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB [NNAS PENDAPATAN PENGEL OLAAN
N kg e terch argen Nomlongep, sepa g | Namkrgion, derpd dntndotags | Nama rglop, starpd dn kg |
Heriya s o {Nomox Dokuren: | [ 1] [ T3 I 1T 1 BT




CONTCH T SETORAN PAJAK 8 2

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD-BPHTB) -

L o

i BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERTAHUIAN OBJEKPAJAK mmm'mmﬁh

Logo Pemerinizh Daerah PAJAKBUM DANMM(WP&) L _sebagal Arsip
mmwmamm

!

A;mM‘bPadc F. {][*{ [ : T I TTTIT]

3 AamelWaid Pajakc | | e
4. Kelurahan Desa 5. RIRW. 6. Kecamatany

7. Kabupalekolzr - 8. KodePos:

B 1. Nomor Objek Pejak (NOP) PEB | ] 1 O L]

2 Letak tansh dan atau bangunan. . - - -
3 KelurahaDesa ] 4. RIRW _
5. Kecamaion; - o 5 Kahpaten/Kotx .

Penghiung NIOP PES:

Uraian { Disl ks tanaly dan alas bangunan yang (wm#ﬁmwm LUAS X NJOP PBBIm’
| N halya dpercich) perighen hekAchim..... ) _ _ )
Tanch (Bumi) ﬁ' | 7 ¥l 9 |Rp iR e

Bangen [ 8 ] 10{Ro (2l . R

16. Nomor Sestifikat :

LG WW&MWWF@G
1. Niai Perolehan Objek Pajak (NPOP) rmerperialien rila peda 6,130 B4 - . 1?2 Rp
2. Niai Perolehan Objek Pajok Tkick Kena Pajk (NPOPTKP) - Ié ? R
3. Niai Perolehan Obiek Pojek Kena Pack (NPOPKP) - T I angha 1 -engka 2 l3 2 Rp
_ 4 2 B

4 &aFaddeAtmemmmm

ID.” Jumizh Setoran berdasarica:

a Penghitungan Wai Pajzk

b. STPD BPTHB / SKPED KURANG BAYAR/ S
KURANG BAYAR TAMBAHANY) Norvor: Tanagal:

c Pengrangendhitngsendrimenjad: ||| Y%berdasarkan Perdiuren KDHNo: ..
di-iiii-uiiiiinnih&-iquiqulq Y TN TR FE P PRy P

| UMAHYANG DISETOR (dengan arghe) | | Qengmbndy
(oedosarkan pedtibegen CA dan piihan i 0) S e T ’

;NN T MENGETAHUE DITERIMA OLEH H Telah Diveriikast
WAJIE PAJAK / PENYETOR PPATAOTARIS TEMPAT PEVBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

Namiogkpdmindiengn | Nemalngkep, sempeldan erda tangn mmmmmm ‘Nema lngap, Serpel den tndatergen |

Petugas DPPIAD NOP FEB ban lF]ll]]]lill]lIIT]] l]]l]il'




CONTOH PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (dibalik SSPD BPHTB)

e

FETUNJUK PENGISIAN 33P0 EPHTE

. Formufic ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Waijtty Pgjak (WP)sebagai bukti pombayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketige diterima Kepala Kantor Bidang Partahanan
Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterima fungsi pelayanen melakd Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank yang dituniuk; dan Lembar kesnam diterima Bendara Panerimaan,

. tsiteh SSPD BPHTB ini dengan Hunuf cetak kapital atau diletik.

. Gunakan satu SSPD BPHTE untuk sefiap setoran dan setiap janis Pearolehan hak atas tanah dan'atau bangunan.

x Formulir iri depat juga digunakan untuic pembayaran atas suatu pembeniutan atau pengungkapen ketidakbeneran perhitungan WP

CARA PENGISIAN:
Dinas Pendapatan Daerah, disi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanys meliputl lotgic tanah dan atau bangunan.
Huruf A Diisi dengan data WP

Angka 18.d angka 8 Culaup jelas

Hungd B Diisi dengan data dan janis penclohan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 2 5.d angka 8 Diisi dengan letok nah denfatau bengunan yang haknya dipencieh
Angka 7 s.d angka 13 mertupakan tabel untuk penghitungan NJOP PRB atas tarish danvatau bapgunan yang haknys dipsroleh

Pada tabel angks 9 dan 10 ager sobutkan tahun SPPT PBE saat tarjadinya paroiehian
BDalam hat NJOP PBB helum ditetapkan/belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 disi bardasarkan surat
Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Palayanan PBB/KPP Pratama yang witayah keranya
Maliputi letak tanah dan hangunan atas permchonan WP
Angka 14 Diisi dengan haga transaksi yang terjadiharga transaksi yang tercantum dalam Risalah lelangfilai pasar objok tareebist
Angka 15 Diisi dengen kode jenis perolohan hek atas teneh dan bangunan sebagai berikut:

Jmus:::ldm Kode Joenis Parclehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kade
- Pemindaiien Hak " Pemasukan dalamn persaroan / badan Rk lennys 06 ~ Pemekaran Usaha 2
- Juat Beli 01 -~ Pemisahan hak yang mengakibatken persaibhan o¢ - Hachah 13
- Tukar Menuikar 02 - Penunjukan pemberi dalam felang D8 ~ Parciehan halk rumah sederhana sehat dan RSS 14
meledul KPR bersubsidi™)
- Hibah 03 - Pelaksenaan putusan hoklm varg mempunyai kekuatan 09 - Pambecian hak bary 15
hulaam tetap
Mibah Wasiet 04 - Pengabunigen Wasiat 10 - Pomberian hak bayu sobagsi kelarjutan pelepagan haik | 16
- Waris 05 - Palebararn L Jsaha 14 - Pemberian hak ban diuar pelepasan hak 17
*} Dalam hal perolehvan Hak rumah sederhana sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagalmana datur dalam keputusan Mentari Pemukiman dan prasarana wilayah No.
24/KPTSW2003 tertang pengadaan perumahan dan pemokiman dengan dukungan fasilites subsidi Parumshan sebagaimana talah divbah dengan Kaputusan Manieri
Permukman dan Prasarana Viflayah No. 20KPTSM/2004 dan rusmoah susun soderbana yang ditakukarn melahd kredit pemniiikan rumats bersubsidi (KPR barsutisidi} yang
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersanghutan.
HURUF C Diisi dengan penghitungan Bea parolehan atas tanah dan bangunan {BPHTB) oleh WP
Dalam S5PD BPHTE digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTB/SKPDE kurang baysr/SKPDE kurang bayar tambahan sebagaimana huruf Db ateu
bardacarican hanf D.d maka huruf C tidek pertu ditsi.
Angka 1 Nitai Parciahan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBE den harga transakseiiilal pasar objek pajek tidek diketahui alau lobih
rervdah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebapai dasar porhitungan.
Angka 2 Diisi sosus dongan bosamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Xota yang bersangikutan, yang diatepkan Kepals Deerah (informasi mengenst basarmya
NPOPTHP depat dipercleh metalii Dinas Pendapatan Daeraly setempat)
Angka 3 Cukup jelas
Angka 4 Dlist dengen hasit parkation antara NPOPTKP {angka 3) dengan tarif pajak sobesar 5% (sesuai pasat.... Perda No.... Tahun..... )
HURUF D Diisi dengan memberi lande "X pada kotak yang sesuai dangan daser seorang WIP melakausken: setoran pajek
Hunuf &. Jika setoran akan dilelodkan sebagaimana huns C
Hunuf b, Jika setoran dilslotoan tidak menggunakan perhitungan di hunf C, tetapi menpgunakan Surat Tagihan Pajak Daereh BPHTB (STPD BPHTR), surat
kotetapan pajak Dasrah BPHTE kurang bayar (SKPDB kaxang bayar), atauy surgt ketetapan pajek daorah BPHTB kurang bayar tambahan (SKPDB
kurang bayar tambahan)
Huruf ¢, Jike WP memenuhi syaret tertentu untuk mendapaikan pengurangan dari jumiah yang seharusnya ada di hund C. Diisi dengan presentasi Sesuai
dengan ketentuan yang beriaku.

Huresf o, Jika terdapat dosarfketestuan jain selgin huruf a, el b, hord ¢ dan honof d esparti setoran berdasarkan SKPDB pembetulanvSKPDB
- keberatan/Putusan banding/putusan igin yang menyebabken jumiah pajak yang harus dibayar barbeda dengan yang tertora dl HURUF C.

BAGIAN PAJAK YANG DISETOR diisi mempartimbangkan HURUF C-4 dan pilihan pada HURUF D.
a  Jika D-a dipitih, maka jumiah setoran menggunakan C-4
» Jika D-b dipifh, maka jmish setoran sejumish nilal yang dinyatakan di D-b
o Jika D-¢ dipilih, maka jumiah setoran mengguneken C-4 dikalfian dangan presentasi yang dinyatakan di D-¢
s Jika D-d diplin, maka jumiah satoran sajumiah nilai yaing dinyatekan & D-d

Catatzn  : Dalam hal BPHTB yang scharusnya terutang nihil (nol), maka WP tatap mengisi SSPD BPHTYE dengan mamberikan ketersngan “NIHIL™ padia bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTS nitdl culup
diketahui clah PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP idak periu ke Bank yang Diturjuk/Bendahara panarimaan),

Spesifikasi teknis pencetakan formulir Surat Setoran Pafjak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam) menggunakan kertas
Tipis carbonized warna putih dengan ukuran Folio (21,5 x 33 cm)
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LAMPIRAN 1I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 201!
TANGGAL : 17 MARET 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN / ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Waijib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayzran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk
atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Méerupakan pihak yang memiliki kéwajiban membayar BPHTB terutarig atas
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah {(PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagal
dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu
melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Meérupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang
untuk :
- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Waijib Pajak;
- mémmeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB:
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
~ menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
-~ mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi, Surat Setoran BPHTB




merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat fain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan
perincian sebagai berikut:

= Lambar 1:

Untuk Waijib Pajak.

Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

= Lembar 3:

[ i

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
i Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

[ |

Lembar 5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
“« Lembar 6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.
Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebuit.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan
BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima
dari Wajib Pajak.

Langkah 4
Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB.

Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5 |
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dari 4 dan Bank yang Ditunjuk /
Bendahara Penerimaan. Waijib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.
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BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD-BPHTB)
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DElUNIK pengisia

[ |

A 1. NamaWab Pgak

2. NPAP:

4. Kelrahan Desa

7. Fabupalen/ota o o

B 1. NomorObjekPaa(NOP)PEB: [ | | |

2 | etk tanah dan atau bengunan:

3. KelrahaDesa

5. Kecamgtan:

Penghiung NJOP PER

Uraian { Disi luas iangh dan alau bangunan yang
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Bangunen K

NJOPPBB:

15. Jens perolehan hak atas tnah dan v baiguran [ [ | 14, Harda Tiansaks / Niai Pasar

16. Nomor Sertifikat :
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3. Niai Perolehan Objek Pajak Kena Paiak (NPOPKP)
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D. Jumish Setoran berdasarkan:
| a. Penghitungan Wajib Pajak
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SLRATSETCRAN PAJAKDAEAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD-BPHTB) Lormioar 6
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Uk Bark Yang
| Logo Pemesirtah Deerah _PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) | ditwiukBendahera
mermmmmmamm
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada helaman belakar mﬂmmu e S 1
A 1. NamaWajb Paak [ ] T 17 T 1 | [T T 7T I " ]
2 NWP: L L 11 R do1
3. AlamdiWasb Pajk .
4. Kelushan Desa 5. RTRW 6. Kecomgtan:
7. Kabupetan/iota ] 8. ¥odeFos: -
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3 WKekrhaDesz 4 RIRW B
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Penghiung NIOP PBB: i ‘
Luas NJOPPBB/m*
Urdian - ( Disiivestmehdon siubergnanyeng | ( D berkasarion SPPT PEB i jadinge LUASX NJOP PBB/m’
: 1 _henys dpercich) B Y ol L LB T
Tanch (Bum) . R A ~ ] 9 IR MR g
Bagren__ 8 _ wWhR izl ]
NIOP PEB: 3R eagat
15. Jeris peroléfian hak a5 tih dan alau bangunan 14, Harga Transaksi / Nidi Pasir Ro —
16. Normor Sertifiket
C. PENGHTUNGAN PHTBRHnya i berdsarkart perghungen Weib Fai) - -
1. Niai Perolehan Objek Pajak (NPOP) manperhelie: il pada B 13 dan B.14 12 Rp
2_Niai Perolehan Objek Pajak Tidk Kena Paik (WOPTR) T 77 R -
3. Niai Perolehan Objok Pajek Kena Pajek (NPOPKP) _agei-agel |3 7 R D
4. BeaPerciehan Hak Alas Tanch dan Bangunan yang terutang ﬁ | S%agal (42 R B ]
D, Jumiah Seloran berdasarkan: S - ] ) )
N a Penghiungan Wafl Paik
b. STPD BPTHB / SKPBD KURANG BAYAR/ S
| KURANG BAYAR TAMBAHAN') Nosrer, Tangoat
¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi ] 9% berdaszrien Pergturan KDHNo .. .
R
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angkc) ] {dengen huni)
b Ch i a0 S _
N T I NENGETAHUE: I DITERIMA OLEFE Telah Diverticae: 1
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH — BPHTB
(SSPD - BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggun'al'gén
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanarn
akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan
berwenang dan bertugas untuk : '
~ meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak

yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

~ menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yvang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & informasi
Merupakan pihak yang menyimpan data base objek pajak. Fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi
Pengolahan dan informasi berwenang dan bertugas uftuk :
~ mengelola dafa base objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wéwenangnya :dan
- menyediakan data objek pajak atas permintaan dan Fungsi Pelayanan.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Waijib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD
BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

- Fotokopi identitas Waijib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat izin
Mengemudi/ Paspor);

~ Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi waris;

- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

~ Fotokopi Kartu NPWP:

- Dokumen pendukung lain yang diperiukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian meényerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2
Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitan SSPD BPHTB,

(lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pefayanan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan diakukan dengan mengisi dan
menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fuhgsi Péngolahan Data & Informasi ménerima Foim Péngajuan Data dari Fungsi
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dan
sistém dala basé objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & lnformiasi kemudian
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahikan kéivibali data Form Pengajuan Data
kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak

dan Fungsi pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa
keébenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung
SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dan Fungsi Pengolahan Data &
Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan




untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian
lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi oObjek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
meénandatangani SSPD BPHTB (lémbar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan
mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu
mefiyérahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6
Waijib Pajak ménerima SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.
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Lampiran ;1 (satu) set
Hal :  Penyampaian SSPD BPHT

DtnaspawgeldeerMKwarngaerm
Pemeriniah Kabupaten/Kota. ...

Yagbatandatsmldbam"n
Nama Waiib Peisk - _
NPWP [T I 11 C 111 11

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

NOP L L ] ] 13 ]

Alamat

.
Kabupaten/Kota

Teriampir dokurmnen sebagal berikut :

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penesimaan Daersh (NTPD) / SSPO-BPHTB disertal bukd
Penerimaan Daerah (BPD)Y)

(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Siuk ATM bukdi pembayaran PBB / Bukli Pembayaran PBB
kainnya Tahun ... o)

(3) Fuummmmwahmmm

(4) Sutat kuasa dari Wajib Pajak ™)

(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak ™)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

Dermitéan di sampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan: .20

") Coret yang tidak pertu Waji pajak/ kuasa waiib pajak %)
™) __dalam hal dikuesakan

.w . __|". n iy " n n ot i Ay iabiieiaiy iy ilyegreiialie T inteniniipiiing
. .. . B .o . . . - . . A PR L 3 Y .

Setoish melakukan peneftian dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dan Wakb Peialc, dengan ini kam : ]
- Nital BPHTB tenstang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB felch sesusi | _ |
- Dokurnen pendukung pesolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap
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_CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

. _ o : - » bl " :
- s I ._:. |1 I |r | I E I-.'I. e -I-d. .-H- |i- I r|| I-itul:p E! i— 'E.. N N _ . . .

Dengan Hormet,
Sehubungan dengan proses penefitian SSPD-BPHTB yang sedang berjatan, dengan ini kaimi mengajukan

Nama Waiib Pagax

N i e o A

Serta data objek pejak atas

isrsscenr=S e o T o o e o

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasib.

Fungsi Pelayanan
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Dengan Homat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butihkan dalam proses penelitian SSPD-BPHIB yaitu

1. Nama Wajb Pgjak e

2 o O O O T o

3. Peraehan Hak Selama Tahun beraln:

RSN

4 NomorcgexPgakory ([T ) [T ] [T 13 11 CI 1T CI 111 O3
6. KeuwahaDesa : 7. RIRW:
8, Kecamatan ; 9. KabupaenKota :

Peshitungan NIOPPBB

. e NJOP PEB/ m’
Usten ( Disikes tanak don s bangenan yang ( Dl terdasarian SPPTPEB tfun rjadiya LUAS X NJOP PBEA1’
hatnya dperoh perokehen haictehan ........)

Taneh (Bur .—ﬂ 11

Bangunan _ n‘r’ 10 Ry ‘ 12
NJOP FBB : 13

vl

Semogadala ini dapa berfungsi dalam proses penefiian SSPD-BPHTB. Terima Kasth

Funas Porgdiciaen Daia dan ifomes
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LAMPIRAN |V : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR
BIDANG PERTANAHAN

- e

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak
kepemilikan fanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dari/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran
akia pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan
dekumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akia pemindahan hak atas
tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas
untuk :
~ mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang
dan bertugas untuk :
-~ memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendafiaran hak atas tanah;
dan
~  memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan,
Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas
pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu
menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT
kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan
menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lenibar 3, serta Bukti Penerimaan
SSP PPh, pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4
Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran

perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian
menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala
Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui dafa base daftar kepemilikan hak
atas tanah.

Langkah §

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
(SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penetimaan SSP
PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6
PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.




Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang
telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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SURAT SETORAN PAJAKDAEAH L
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |
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2 NP |
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4, Kehirahan Desa: _ 5 RIRW 6. Kecamday
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011

-

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oieh Bank
yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran
BPHTB dari Waijib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan
Pejabat Pemuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah. |

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetorah ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk

berwenang dan bertugas untuk :

-  menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan
atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah;
dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk :

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai,

~ menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah,

-~  menerima Register SSPD BPHTB dan Bank yang ditunjuk atas pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ké rekening
penerimaan kas daerah;




- menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Waijib
Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;

- menyiapkan Register STS; dan

- mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Waijib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan
bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini
Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk :
- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dan Bendahara Penerimaan;
- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan darn PPAT; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKN|S

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB

lembar § dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan
Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5.




Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahaia Pénerimaan
atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas
daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara
Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan &
Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam
Register STS.

Langkah 5
Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 8
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB iembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD
BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dan
Waijib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan
mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara
Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB.
Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB

yang dilampinn dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran,
beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menérima Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register
STS.




C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD
BPHTB lembar 2 dari Waijib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Lan 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen fersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi BPHTB.
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[[__PANDUAN PENGISIAN PENERBITAN AKTA |

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT

Alamat
NPWP
Daerah Kerja

Kabupaten/Kota :

Bulan
Tahun

Didalam YTabel
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:
Octavianus, SH., atau Birgitta, SH.

: Alamat PPAT yang bersangkutan.
: NPWP PPAT yang bersangkutan,
: Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Pulau

Tidung.
Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Pulau
Tidung.

: Bulan bersangkutan
: Tahun bersangkutan

: Nomor urut pengisian tabel.
:Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang

bersangkutan.

: Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh:

tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10 - 2011.

: Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah,

dsb.

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan.

Contoh: John beralamat di JI. industri Raya No. 8 dengan NPWP
49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), JI. Industri Raya No. 9
(baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjuthya).

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan

seperti kolom 5).

: Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah besertifikat disebutkan jenis, nomor hak
dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M
- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan
Kemayoran Utara.




Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)

- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan
sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk
pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan
tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.

Contoh : Verosponding lndonesia Kohir nomor 47/465 masa
pajak tahun 1960-1964

Ditulis : V.1 No 47/465 tahun 1960-1964

Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok ll. D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok ll. D ps.30

: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

Diisi luas tanah dan atau bangunan yang
dialihkan/diperoleh/dibebani. |
Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m* dengan bangunan lantai
dasar seluas 50 m* dan lantai satu seluas 25 m>.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenainya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp.100.000.000
Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan
hukum pemberian Hak Tanggungan atau pembefian kuasa
membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 -~ 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040-0124.0/2011 (dapat disambing ke bawah
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

:Disi NJOP sebagai dasaf pengenaan PBS (NJOP sebelum

dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada
SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBS) adalah Rp.
250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan
keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m?
dan bangunan 25 m? adalah sebagian tanah atau seluas 50 m® dan
keseluruhan bangunan seluas 25 m%.




Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100
m?) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? . Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m? : Rp. 50.000.000
- Total NJOP . Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan

besamya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang
mengalihkan).

Kolom 16 dan 17:Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan

Koloni 18

besarya pembayaran BPHTB.

:Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang

diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau
bangunan.
Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor
daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.
Contoh : - d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 —- 7 - 2011
C. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan
penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah — anak
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang
disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penhetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/
Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar
oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindaklanjutt Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB
terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola data base Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan
Daftar Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak | | )
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan
Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika
pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
~ memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB
- menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Waijib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, safah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3
Atas SSPD BPHITB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan

kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi
Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD
BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB
yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah {SKPD) Kurang Bayar BPHTB/




Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5

(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB
yang ternyata kurang bayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang
Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB

Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas
setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Langkah

Waijib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.




C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD

Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

~ Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat
ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang
masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi :

- Menghubungi wajib pajak melaiui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) bhan sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka
Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang

Langkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka
Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran {rangkap 2).

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.




Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran
yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah

juga dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur

penerbitan :

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

~ Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo; |

~ Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak; |

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh
Waijib Pajak;
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan
BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan
memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan
dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah
yang bersi tentang Kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang
bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai
pihak yang memiliki dan mengelola data base objek pajak di wilayah
administratiinya.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB
terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan Sébélumnya

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

~ menetrima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat
Keputusan Penguranganh BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
- menyimpan dan mengelola data base terkait objek pajak, dan
- metyediakar data terkait objek pijak kepada Fungsi Pelayanan




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Waijib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri

dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan
BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumén pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi
Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
kepada W4jib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan
dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait
objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan
Data & Informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dan Data
base Objek Pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data défigan data
terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang tefah

terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8
Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima Selain tu, pemeriksaan juga
dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau
kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.




Langkah 3

Fung@si Pélayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan !

~ Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
_ Stifat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB
(bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui)
kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wiaijib pajak surat ketetapann BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

BUPAJI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR




